FROM SYMBOLIC CONFLICTS TO CULTURAL COLLABORATION: 
The Role of Local Intelligence in Indonesian Religious Coexistence

Abstrak
Relasi antaragama di Indonesia sering kali dipahami melalui narasi harmoni atau konflik terbuka, sementara dinamika konflik simbolik yang berlangsung dalam keseharian masyarakat kerap terabaikan. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana konflik simbolik antaragama di Indonesia dimediasi dan ditransformasikan melalui local intelligence berbasis budaya dan praktik sosial lokal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis literatur dan refleksi konseptual terhadap berbagai studi empiris tentang konflik dan koeksistensi agama di Indonesia, artikel ini menelaah bentuk-bentuk konflik simbolik yang muncul dalam kontestasi ritual, ruang publik, dan identitas keagamaan, serta mekanisme kultural yang digunakan masyarakat untuk meredam ketegangan tersebut. Temuan utama menunjukkan bahwa konflik antaragama di Indonesia lebih sering termanifestasi sebagai konflik simbolik daripada kekerasan fisik, dan bahwa masyarakat lokal tidak sepenuhnya bergantung pada regulasi formal atau intervensi negara dalam mengelola konflik tersebut. Sebaliknya, mereka mengaktifkan local intelligence yang berakar pada kearifan lokal, relasi sosial keseharian, dan pengalaman historis hidup berdampingan. Praktik-praktik ini mencerminkan bentuk dialog praksis yang bersifat implisit dan kontekstual, serta berfungsi sebagai mekanisme transformasi konflik dari ketegangan simbolik menuju kolaborasi budaya.
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Pendahuluan
Indonesia kerap diposisikan sebagai laboratorium sosial bagi praktik koeksistensi agama di tengah kemajemukan etnis, budaya, dan keyakinan. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa harmoni antaragama di Indonesia tidak semata-mata ditopang oleh regulasi negara atau doktrin teologis, melainkan sangat bergantung pada mekanisme sosial dan kultural yang hidup di tingkat lokal. Dalam konteks ini, konsep kearifan lokal dan local intelligence muncul sebagai tema sentral dalam menjelaskan bagaimana masyarakat mengelola perbedaan religius secara pragmatis dan kontekstual.
Sejumlah studi menekankan bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai fondasi integrasi sosial dan pencegahan konflik agama. Mufidah & Hidayat (2019), Purna (2016), serta Erawadi & Setiadi (2024) menunjukkan bahwa nilai-nilai adat—seperti Dalihan Na Tolu, etika komunal desa, dan norma relasional berbasis kekerabatan—mampu menciptakan ruang adaptasi terhadap perbedaan keyakinan. Dalam kerangka ini, harmoni dipahami sebagai hasil dari kemampuan budaya masyarakat untuk menyesuaikan diri, membangun solidaritas, dan memelihara kohesi sosial lintas agama. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Toisuta et al., (2022), yang menegaskan bahwa tradisi lokal seperti Pela Gandong dan Masohi di Maluku berperan sebagai medium rekonsiliasi dan kolaborasi lintas iman dalam konteks pascakonflik.
Namun demikian, sebagian besar studi tersebut cenderung mempresentasikan kearifan lokal sebagai sistem nilai yang relatif stabil dan harmonis, seolah-olah relasi antaragama berlangsung tanpa ketegangan simbolik yang berarti. Konflik sering kali diposisikan sebagai anomali yang harus dicegah, bukan sebagai bagian inheren dari dinamika koeksistensi itu sendiri. Akibatnya, sedikit perhatian diberikan pada bagaimana perbedaan simbolik—bahasa keagamaan, ritual, identitas, dan makna sakral—sebenarnya dinegosiasikan dalam interaksi sehari-hari masyarakat.
Di sisi lain, kajian yang berfokus pada peran local intelligence dan pengelolaan konflik agama banyak berkembang dalam kerangka keamanan dan pencegahan disharmoni. Purwanto (2022) menyoroti pentingnya penggalangan intelijen lokal melalui dialog lintas agama, doa bersama, dan fasilitasi komunikasi untuk meredam potensi konflik berbasis agama dan budaya. Pendekatan ini diperluas oleh Sulvinajayanti et al., (2025) melalui model Cultural Synergy Model (CPCSM) yang menekankan kolaborasi pemimpin opini, pendidikan, dan media digital dalam menjaga harmoni keagamaan.
Meskipun kontribusi studi-studi tersebut signifikan, local intelligence masih dipahami secara dominan sebagai instrumen teknokratis untuk stabilisasi sosial. Pengetahuan lokal direduksi menjadi alat deteksi dini konflik atau mekanisme manajemen kerukunan, bukan sebagai praktik kultural yang hidup dan berkembang dari interaksi sosial masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, dimensi reflektif, simbolik, dan relasional dari local intelligence belum sepenuhnya dieksplorasi.
Pendekatan inkulturasi agama dan dialog agama–budaya juga menjadi tema penting dalam literatur. Supriadin & Pababari (2024) serta Maimun et al., (2025) menunjukkan bahwa inkulturasi agama ke dalam budaya lokal dapat memperkuat moderasi beragama dan kohesi sosial melalui ritual komunal dan praktik budaya bersama. Perspektif ini menegaskan bahwa agama tidak pernah berdiri di ruang hampa, melainkan selalu bernegosiasi dengan konteks sosial-budaya tempat ia tumbuh. Namun, inkulturasi dalam kajian-kajian tersebut sering kali dipahami sebagai proses adaptasi yang relatif linier dan damai, tanpa mengelaborasi secara mendalam relasi kuasa simbolik dan potensi konflik makna yang menyertainya.
Sementara itu, pendekatan pluralisme normatif yang ditawarkan oleh Biyanto (2015) menekankan pentingnya multikulturalisme, kecerdasan emosional, dan etika hidup bersama dalam merawat keberagaman agama di Indonesia. Meskipun memberikan landasan filosofis yang kuat, pendekatan ini cenderung bersifat abstrak dan belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana pluralisme dijalankan dalam praktik sosial konkret, terutama ketika perbedaan simbolik dan identitas keagamaan berhadapan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Kajian terbaru oleh Kadenun & Abdurrohman (2025) mulai menggeser fokus dari regulasi formal dan dialog teologis menuju praktik keseharian sebagai basis koeksistensi agama, khususnya di wilayah pinggiran Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi, solidaritas komunal, dan perjumpaan sehari-hari lebih efektif dalam membangun relasi lintas agama dibandingkan pendekatan normatif atau legalistik. Kendati demikian, penelitian tersebut masih bersifat deskriptif dan belum mengembangkan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana praktik-praktik tersebut mampu mentransformasikan ketegangan simbolik menjadi kolaborasi budaya yang berkelanjutan.
Berdasarkan telaah literatur di atas, tampak bahwa meskipun berbagai penelitian telah mengafirmasi peran kearifan lokal dan local intelligence dalam menjaga harmoni antaragama di Indonesia, terdapat kekosongan analitis dalam memahami proses transformatif yang menghubungkan konflik simbolik dengan kolaborasi kultural. Sebagian besar studi memisahkan secara tegas antara konflik dan harmoni, seolah-olah keduanya merupakan kondisi yang saling bertentangan, bukan bagian dari satu spektrum dinamika sosial yang sama.
Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memfokuskan perhatian pada bagaimana local intelligence beroperasi sebagai mekanisme kultural yang memungkinkan masyarakat bergerak dari ketegangan simbolik menuju kerja sama lintas agama. Alih-alih melihat konflik simbolik sebagai kegagalan koeksistensi, artikel ini memposisikannya sebagai arena negosiasi makna yang justru membuka ruang bagi kolaborasi budaya. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang koeksistensi agama di Indonesia, tetapi juga menawarkan perspektif alternatif yang menempatkan local intelligence sebagai praksis sosial yang hidup, reflektif, dan berakar pada pengalaman sehari-hari masyarakat.
Kerangka Teoretik
Artikel ini dibangun di atas kerangka teoretik interdisipliner yang mengintegrasikan sosiologi agama, antropologi budaya, dan studi resolusi konflik. Kerangka ini dirancang untuk menganalisis bagaimana konflik simbolik antaragama tidak selalu bermuara pada disintegrasi sosial, tetapi dapat ditransformasikan menjadi kolaborasi kultural melalui mekanisme local intelligence. Empat pendekatan teoretik utama digunakan sebagai alat analisis.
Pertama, Konflik Simbolik dalam Relasi Antaragama. Konflik antaragama tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan fisik atau pertentangan terbuka, tetapi sering kali beroperasi pada level simbolik—melalui perbedaan makna, ritual, identitas, dan klaim kebenaran. Mengacu pada teori konflik simbolik dari Pierre Bourdieu (1989, 1999) dan Hoffman et al., (1993), simbol-simbol keagamaan berfungsi sebagai modal kultural yang diperebutkan dalam ruang sosial. Ketika simbol tertentu dipandang mengancam dominasi atau legitimasi kelompok lain, potensi konflik menjadi tak terelakkan.
Dalam konteks Indonesia, konflik simbolik sering kali muncul dalam bentuk resistensi terhadap pendirian rumah ibadah, perbedaan ekspresi ritual di ruang publik, atau penafsiran terhadap tradisi lokal yang dilekatkan pada identitas agama tertentu. Konflik jenis ini bersifat laten, namun berpotensi eskalatif jika tidak dikelola melalui mekanisme sosial yang adaptif. Oleh karena itu, teori konflik simbolik digunakan dalam artikel ini untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketegangan antaragama yang tidak selalu tampak sebagai konflik terbuka, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap relasi sosial.
Kedua, Local Intelligence sebagai Modal Sosial dan Kultural. Konsep local intelligence dalam penelitian ini dipahami sebagai kapasitas kolektif masyarakat lokal untuk membaca situasi sosial, menafsirkan perbedaan, dan merumuskan strategi adaptif berbasis kearifan local. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Pierre Bourdieu (1989) tentang modal sosial dan modal kultural, serta dikembangkan lebih lanjut melalui perspektif local wisdom (Geertz, 1988; Suparlan, 2004).
Local intelligence tidak hanya mencakup pengetahuan adat atau tradisi lokal, tetapi juga meliputi kecerdasan relasional, kepekaan simbolik, dan kemampuan negosiasi sosial yang tumbuh dari pengalaman historis hidup berdampingan. Dalam konteks koeksistensi agama, local intelligence berfungsi sebagai mekanisme informal yang memungkinkan masyarakat menurunkan ketegangan simbolik tanpa harus menghapus perbedaan teologis.
Melalui kerangka ini, artikel ini menganalisis bagaimana praktik-praktik lokal—seperti ritus komunal, kerja sama ekonomi, penggunaan bahasa budaya bersama, dan etika sosial lokal—berperan sebagai modal kultural yang meredam konflik sekaligus membangun solidaritas lintas agama.
Ketiga, Dialog Praksis dan Kolaborasi Budaya. Berbeda dengan dialog antaragama formal yang bersifat teologis dan elitis, artikel ini menggunakan konsep dialog praksis sebagaimana dikemukakan oleh Swidler (2014) dan Catherine Cornille (Knitter, 2013). Dialog praksis menekankan interaksi sehari-hari sebagai ruang utama perjumpaan lintas iman, di mana kerja sama praktis lebih menentukan relasi sosial daripada kesepakatan doktrinal.
Dalam kerangka ini, kolaborasi budaya dipahami sebagai bentuk dialog non-verbal yang diwujudkan melalui tindakan kolektif—seperti perayaan adat bersama, gotong royong, atau keterlibatan lintas agama dalam ritus lokal. Kolaborasi semacam ini memungkinkan terjadinya mutual recognition tanpa harus mengaburkan identitas keagamaan masing-masing pihak.
Teori ini menjadi alat analisis penting untuk menjelaskan pergeseran dari konflik simbolik menuju koeksistensi pragmatis, di mana perbedaan iman tidak dinegasikan, tetapi dinegosiasikan melalui praktik budaya bersama.
Keempat, Transformasi Konflik dan Koeksistensi Dinamis. Untuk memahami perubahan relasi antaragama dari ketegangan menuju kolaborasi, artikel ini juga menggunakan teori conflict transformation dari Johan Galtung (2001). Berbeda dengan pendekatan resolusi konflik yang berorientasi pada penghentian konflik, transformasi konflik menekankan perubahan relasi sosial, struktur makna, dan pola interaksi jangka panjang. Dalam perspektif ini, koeksistensi agama dipahami sebagai kondisi dinamis yang terus dibentuk melalui proses transformasi sosial. Local intelligence berperan sebagai katalisator yang menggeser konflik simbolik menjadi sumber pembelajaran sosial dan kreativitas budaya. Dengan demikian, harmoni tidak dipahami sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai kemampuan komunitas untuk mengelola perbedaan secara konstruktif.
Keempat pendekatan teoretik ini disintesiskan untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif. Konflik simbolik menjadi titik awal analisis; local intelligence berfungsi sebagai mekanisme mediasi; dialog praksis dan kolaborasi budaya menjadi arena operasional transformasi; sementara teori transformasi konflik menjelaskan perubahan relasi antaragama secara berkelanjutan.
Melalui kerangka ini, artikel ini tidak hanya menganalisis bagaimana konflik antaragama dapat dicegah, tetapi juga bagaimana perbedaan simbolik dapat menjadi sumber kolaborasi kultural yang memperkuat kohesi sosial. Kerangka teoretik ini selanjutnya digunakan sebagai alat analisis utama dalam membahas temuan empiris dan menilai peran strategis local intelligence dalam koeksistensi agama di Indonesia.
Metode Penelitian
[bookmark: _GoBack]Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-interpretatif dengan desain studi kepustakaan kritis dan analisis konseptual-reflektif . Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan untuk mengukur tingkat toleransi atau frekuensi konflik secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana local intelligence bekerja sebagai mekanisme sosial-kultural dalam mentransformasikan konflik simbolik menjadi kolaborasi budaya antaragama. Data utama penelitian berupa artikel jurnal bereputasi, buku akademik, dan hasil penelitian empiris terdahulu yang relevan dengan tema konflik simbolik, kearifan lokal, dialog praksis, dan koeksistensi agama di Indonesia.
Proses penelitian dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, pengumpulan dan seleksi sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi teoretik dan empiris terhadap fokus kajian. Artikel-artikel yang dianalisis mencakup studi tentang konflik dan harmoni antaragama, peran kearifan lokal, serta praktik kolaborasi budaya lintas iman di berbagai konteks lokal Indonesia. Kedua, dilakukan pembacaan kritis dan kategorisasi tematik, di mana temuan-temuan penelitian sebelumnya dipetakan ke dalam tema-tema analitis seperti konflik simbolik, mekanisme adaptasi lokal, bentuk dialog praksis, dan transformasi relasi sosial. Tahap ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi pola berulang sekaligus perbedaan konteks dalam praktik koeksistensi agama.
Ketiga, dilakukan analisis sintesis-teoretik, yakni mengaitkan temuan-temuan tematik dengan kerangka teoretik yang telah dirumuskan. Pada tahap ini, konsep konflik simbolik, local intelligence, dialog praksis, dan transformasi konflik digunakan sebagai alat analisis untuk menafsirkan bagaimana masyarakat lokal di Indonesia mengelola perbedaan agama dalam kehidupan sehari-hari. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi universal, melainkan untuk membangun pemahaman konseptual yang kontekstual dan reflektif. Dengan demikian, metode ini memungkinkan artikel ini berkontribusi pada pengayaan teori koeksistensi agama sekaligus menawarkan kerangka analitis yang dapat digunakan dalam studi-studi empiris selanjutnya.
Hasil dan Pembahasan
Hasil analisis menunjukkan bahwa koeksistensi agama di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai kondisi statis yang bebas konflik, melainkan sebagai proses sosial dinamis yang terus-menerus dinegosiasikan melalui interaksi simbolik dan praktik budaya. Temuan utama penelitian ini memperlihatkan bahwa konflik simbolik antaragama merupakan fenomena yang inheren dalam masyarakat majemuk, namun tidak selalu berujung pada disintegrasi sosial. Justru, dalam banyak konteks lokal, konflik simbolik menjadi titik awal bagi penguatan local intelligence yang mendorong lahirnya kolaborasi budaya lintas agama.
Konflik Simbolik sebagai Realitas Sosial yang Tak Terelakkan
Analisis literatur menunjukkan bahwa konflik antaragama di Indonesia lebih sering hadir dalam bentuk konflik simbolik dibandingkan kekerasan fisik terbuka. Konflik simbolik ini merujuk pada pertarungan makna atas simbol-simbol keagamaan dan kultural yang beroperasi di ruang sosial, baik secara laten maupun terbuka. Dalam konteks Indonesia, simbol-simbol tersebut tidak berdiri sendiri sebagai ekspresi religius, melainkan berkelindan dengan identitas etnis, sejarah lokal, dan relasi kuasa di tingkat komunitas. Akibatnya, perbedaan simbolik kerap dipersepsikan sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang sudah mapan, meskipun tidak selalu disertai niat konfrontatif secara langsung.
Salah satu bentuk konflik simbolik yang paling sering muncul adalah kontestasi atas ruang publik, seperti pendirian rumah ibadah, penggunaan pengeras suara, atau pelaksanaan ritual keagamaan di ruang komunal. Sejumlah studi menunjukkan bahwa penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah jarang didasarkan pada argumen teologis, melainkan pada simbolisasi ruang—siapa yang “berhak” hadir dan terlihat di ruang publik tertentu (Hefner, 2011; Mujiburrahman, 2013). Rumah ibadah dalam konteks ini tidak sekadar bangunan fisik, tetapi simbol kehadiran, dominasi, dan pengakuan sosial suatu kelompok agama. Ketika simbol tersebut dianggap menggeser keseimbangan relasi mayoritas–minoritas, konflik pun mengemuka dalam bentuk resistensi sosial.
Konflik simbolik juga muncul melalui perbedaan penafsiran terhadap ritual dan tradisi lokal. Di banyak wilayah Indonesia, praktik budaya seperti ritual panen, perayaan adat, atau penghormatan terhadap leluhur sering kali menjadi arena tarik-menarik makna antara agama formal dan budaya lokal. Ketika satu kelompok agama memaknai praktik tersebut sebagai bagian dari warisan budaya, sementara kelompok lain menilainya sebagai penyimpangan akidah, simbol budaya berubah menjadi sumber ketegangan (Beatty, 2009; Supriadin & Pababari, 2024). Dalam situasi ini, konflik tidak berangkat dari doktrin agama secara tekstual, melainkan dari perbedaan cara membaca simbol-simbol budaya yang dilekatkan pada identitas religius.
Dalam ranah keagamaan, masjid kerap menjadi locus penting bagi konflik simbolik, khususnya antara kelompok Muslim tradisionalis dan gerakan Salafi. Jahroni (2018) menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran terhadap praktik ritual Islam—seperti ziarah, tahlilan, atau perayaan hari-hari besar keagamaan—tidak hanya berujung pada perdebatan teologis, tetapi juga pada politisasi ruang masjid sebagai simbol otoritas keagamaan. Penekanan Salafi pada pemurnian ajaran dan interpretasi literal terhadap teks-teks keagamaan menantang praktik-praktik Islam lokal yang telah lama mengakar. Akibatnya, kelompok tradisionalis terdorong untuk memperluas dan menegaskan kembali legitimasi praktik ritual mereka sebagai bagian dari identitas Islam Indonesia. Dalam konteks ini, masjid tidak lagi sekadar ruang ibadah, melainkan arena simbolik tempat klaim kebenaran dan otoritas keagamaan dinegosiasikan.
Kontestasi ruang publik juga terjadi dalam relasi antara politik dan budaya, terutama sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tamrin et al. (2020) mencatat bahwa regulasi ini membuka ruang bagi ekspresi identitas lokal, namun sekaligus memunculkan perselisihan baru terkait pengelolaan ruang publik dan kepemimpinan desa. Pemerintah daerah dan komunitas lokal sering kali memiliki tafsir yang berbeda mengenai simbol-simbol budaya dan agama yang layak ditampilkan di ruang bersama. Dalam banyak kasus, ruang publik desa menjadi arena perebutan makna antara agenda pembangunan nasional dan aspirasi identitas lokal, yang memunculkan ketegangan simbolik dalam praktik tata kelola sehari-hari.
Selain itu, penegasan identitas keagamaan di ruang sosial sehari-hari juga menjadi sumber konflik simbolik. Penggunaan atribut keagamaan, bahasa simbolik dalam perayaan hari besar, atau klaim moral berbasis agama tertentu sering kali dimaknai sebagai upaya hegemonik oleh kelompok lain. Purwanto (2022) menunjukkan bahwa gesekan antaragama kerap dipicu oleh simbol-simbol identitas yang dimobilisasi tanpa sensitivitas terhadap konteks lokal, sehingga memunculkan rasa terancam pada komunitas lain. Hal serupa juga ditemukan oleh Sulvinajayanti et al. (2025), yang menegaskan bahwa konflik antaragama di tingkat lokal sering kali dipicu oleh representasi simbolik yang eksklusif, bukan oleh perbedaan keyakinan teologis yang mendasar.
Lebih jauh, ruang publik di Indonesia juga menjadi medan kontestasi ideologis dalam dinamika Islam politik. Qodir (2011) mencatat bahwa berbagai kelompok Islam—baik modernis, revivalis, maupun progresif—berupaya menegaskan pengaruh mereka melalui simbol, wacana, dan praktik di ruang publik. Dalam perkembangan mutakhir, Islam politik dan Islam populer cenderung mendominasi wacana publik, sehingga menyingkirkan ekspresi Islam lain yang lebih kultural atau kontekstual. Dominasi simbolik ini memperkuat hierarki internal dalam komunitas Muslim sekaligus menciptakan jarak dengan kelompok agama lain, yang pada akhirnya memperbesar potensi konflik simbolik.
Secara keseluruhan, perselisihan mengenai ruang publik di Indonesia mencerminkan bahwa konflik antaragama dan antaridentitas tidak selalu berakar pada perbedaan doktrin, melainkan pada perebutan makna, visibilitas, dan legitimasi simbolik. Ruang publik menjadi arena utama di mana simbol-simbol agama, budaya, dan kekuasaan saling berinteraksi dan dipertarungkan. Pemahaman terhadap dinamika ini menegaskan pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal dan simbolik, karena pengelolaan ruang publik yang mengabaikan dimensi makna dan relasi kuasa justru berpotensi memperdalam ketegangan sosial.
Dalam perspektif teori konflik simbolik Pierre Bourdieu (1991), simbol-simbol keagamaan tersebut berfungsi sebagai modal kultural yang diperebutkan dalam ruang sosial. Kelompok yang berhasil mendominasi simbol publik cenderung memperoleh legitimasi sosial yang lebih besar, sementara kelompok lain merasa terpinggirkan. Oleh karena itu, konflik simbolik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa, sejarah mayoritas–minoritas, serta ingatan kolektif atas konflik masa lalu. Simbol agama menjadi sensitif bukan karena maknanya semata, tetapi karena ia mewakili posisi sosial dan pengakuan kolektif.
Dengan demikian, konflik antaragama di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai konflik makna dan representasi, bukan semata konflik doktrin. Pemahaman ini penting karena menunjukkan bahwa upaya pengelolaan konflik tidak cukup dilakukan melalui dialog teologis atau regulasi formal semata. Sebaliknya, diperlukan mekanisme sosial-kultural—seperti local intelligence—yang mampu membaca sensitivitas simbolik, menegosiasikan makna, dan mencegah eskalasi konflik sebelum ia bermetamorfosis menjadi kekerasan terbuka.
Local Intelligence sebagai Mekanisme Negosiasi Konflik
Salah satu temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah peran sentral local intelligence sebagai mekanisme sosial yang efektif dalam meredam dan menegosiasikan konflik simbolik antaragama. Analisis terhadap berbagai studi menunjukkan bahwa, dalam banyak konteks lokal di Indonesia, masyarakat tidak sepenuhnya menggantungkan diri pada regulasi formal, aparat negara, atau skema resolusi konflik yang bersifat top–down. Meskipun kerangka hukum dan kebijakan negara tetap memiliki peran, praktik koeksistensi yang berkelanjutan justru lebih sering ditopang oleh kapasitas internal komunitas untuk membaca situasi sosial, memahami sensitivitas simbolik, dan merespons perbedaan secara kontekstual.
Local intelligence bekerja melalui aktivasi mekanisme kultural yang berakar pada nilai-nilai lokal, etika sosial, serta relasi keseharian antarwarga. Mekanisme ini mencakup penggunaan bahasa budaya bersama, penguatan norma adat, pemeliharaan relasi personal lintas agama, serta praktik-praktik komunal yang menekankan kebersamaan di atas perbedaan identitas. Pengalaman historis hidup berdampingan dalam ruang sosial yang sama membentuk semacam “ingatan kolektif” tentang batas-batas simbolik yang perlu dijaga, sekaligus ruang-ruang kompromi yang memungkinkan negosiasi makna tanpa eskalasi konflik.
Dalam kerangka ini, local intelligence tidak berfungsi sebagai upaya meniadakan konflik, melainkan sebagai alat negosiasi simbolik yang memungkinkan perbedaan tetap diakui tanpa harus dimutlakkan. Ketika muncul ketegangan—misalnya terkait ritual, penggunaan ruang publik, atau ekspresi identitas keagamaan—masyarakat lokal cenderung mengedepankan solusi berbasis musyawarah, penyesuaian waktu dan ruang, serta kompromi kultural yang diterima bersama. Praktik-praktik semacam ini menunjukkan bahwa harmoni sosial tidak dibangun melalui homogenisasi keyakinan, melainkan melalui kemampuan kolektif untuk mengelola perbedaan secara reflektif dan pragmatis.
Temuan ini mempertegas bahwa local intelligence merupakan modal sosial-kultural yang krusial dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia. Ia berfungsi sebagai jembatan antara ketegangan simbolik dan kolaborasi budaya, sekaligus menjadi penyangga utama kohesi sosial di tengah keterbatasan intervensi formal negara. Dengan demikian, penguatan local intelligence di tingkat komunitas menjadi elemen strategis dalam membangun koeksistensi agama yang tidak hanya stabil, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berubah.
Penelitian tentang Dalihan Na Tolu (Erawadi & Setiadi, 2024), Pela Gandong di Maluku (Toisuta et al., 2022), serta praktik kearifan lokal di Desa Mbawa (Purna, 2016) menunjukkan bahwa local intelligence berfungsi sebagai bentuk kecerdasan sosial kolektif. Melalui norma adat, bahasa budaya bersama, dan etika relasional, masyarakat mampu menurunkan eskalasi konflik tanpa harus menghapus perbedaan simbolik antaragama. Dalam kerangka Bourdieu (1986), local intelligence dapat dipahami sebagai modal sosial dan kultural yang memungkinkan terciptanya kepercayaan dan solidaritas lintas identitas.
Temuan mengenai peran sentral local intelligence dalam meredam dan menegosiasikan konflik simbolik dapat dipahami secara lebih mendalam melalui lensa teori dialog praksis dan transformasi konflik. Dalam perspektif dialog praksis sebagaimana dikemukakan oleh Swidler (1990) dan Cornille (2013), dialog antaragama tidak harus berlangsung dalam bentuk percakapan teologis formal atau forum institusional yang elitis. Sebaliknya, dialog justru terjadi secara paling efektif melalui interaksi keseharian, kerja sama praktis, dan keterlibatan bersama dalam ruang sosial yang sama. Local intelligence berfungsi sebagai prasyarat kultural yang memungkinkan dialog praksis ini berlangsung, karena ia menyediakan bahasa sosial, etika relasional, dan sensitivitas simbolik yang dibutuhkan untuk membangun kepercayaan lintas iman.
Dalam praktiknya, masyarakat lokal sering kali tidak memulai dialog dari pertanyaan “apa yang kita yakini”, melainkan dari “apa yang bisa kita lakukan bersama”. Kerja sama dalam kegiatan ekonomi, partisipasi dalam ritual adat, gotong royong, atau pengelolaan ruang publik menjadi medium dialog yang bersifat implisit namun efektif. Melalui praktik-praktik ini, perbedaan simbolik antaragama tidak dihapuskan, tetapi ditempatkan dalam kerangka relasi sosial yang lebih luas. Dengan demikian, local intelligence memungkinkan terjadinya dialog praksis yang membumi, di mana pengakuan terhadap perbedaan dibangun melalui pengalaman bersama, bukan melalui kesepakatan doktrinal.
Lebih jauh, temuan ini juga sejalan dengan teori transformasi konflik yang dikembangkan oleh Galtung (1996) dan Lederach (2003). Dalam pendekatan ini, konflik tidak dipahami sebagai anomali yang harus segera diselesaikan atau ditekan, melainkan sebagai realitas sosial yang perlu ditransformasikan melalui perubahan relasi, struktur makna, dan pola interaksi. Local intelligence berperan sebagai mekanisme transformasional yang menggeser konflik simbolik dari sumber polarisasi menjadi peluang pembelajaran sosial. Ketika masyarakat mampu menegosiasikan simbol-simbol yang dipersoalkan—misalnya melalui penyesuaian ritual, pembagian ruang publik, atau reinterpretasi tradisi—konflik tidak lagi bersifat destruktif, melainkan produktif bagi kohesi sosial.
Dalam kerangka transformasi konflik, harmoni tidak dimaknai sebagai ketiadaan ketegangan, tetapi sebagai kapasitas kolektif untuk mengelola perbedaan secara berkelanjutan. Local intelligence memungkinkan perubahan tersebut dengan membangun mekanisme informal yang fleksibel, adaptif, dan kontekstual—sesuatu yang sering kali tidak dapat dicapai melalui pendekatan legalistik atau intervensi negara yang seragam. Dengan demikian, dialog praksis dan transformasi konflik bertemu dalam praktik local intelligence: dialog praksis menyediakan arena interaksi sehari-hari, sementara transformasi konflik menjelaskan perubahan relasi jangka panjang yang dihasilkan dari interaksi tersebut.
Dengan mengaitkan temuan empiris ini pada dua kerangka teoretik tersebut, artikel ini menegaskan bahwa koeksistensi agama di Indonesia tidak bergantung pada eliminasi konflik simbolik, melainkan pada kemampuan komunitas lokal untuk mentransformasikannya melalui praktik dialog yang membumi dan mekanisme kultural yang hidup. Dalam konteks ini, local intelligence bukan sekadar strategi lokal, tetapi merupakan fondasi teoretik dan praksis bagi model koeksistensi agama yang dinamis dan berkelanjutan. Studi Kadenun dan Abdurrohman (2025) menegaskan bahwa perjumpaan sehari-hari—seperti kerja sama ekonomi, partisipasi dalam ritual adat, dan solidaritas komunal—menjadi arena utama dialog praksis antaragama. Praktik-praktik ini memungkinkan terciptanya mutual recognition tanpa harus menyatukan keyakinan teologis.
Dalam kerangka dialog praksis (Cornille, 2013), kolaborasi budaya berfungsi sebagai medium komunikasi lintas iman yang lebih membumi dan inklusif. Kolaborasi ini tidak menuntut kesepakatan simbolik, melainkan kesediaan untuk bekerja bersama dalam ruang sosial yang sama. Temuan ini memperkuat argumen bahwa koeksistensi agama di Indonesia lebih bersifat pragmatis dan relasional, dibandingkan normatif atau ideologis.
Penutup
Artikel ini menunjukkan bahwa koeksistensi agama di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata melalui kerangka harmoni normatif atau absennya konflik. Sebaliknya, relasi antaragama lebih tepat dipahami sebagai proses sosial yang dinamis, di mana konflik simbolik merupakan bagian inheren dari interaksi dalam masyarakat multikultural. Konflik tersebut muncul melalui kontestasi makna atas simbol keagamaan, ruang publik, dan praktik budaya yang saling beririsan dengan identitas sosial dan relasi kuasa. Namun, temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa konflik simbolik tidak selalu bermuara pada disintegrasi sosial, melainkan dapat ditransformasikan menjadi kolaborasi budaya melalui aktivasi local intelligence.
Secara teoretik, artikel ini memberikan kontribusi dengan menempatkan local intelligence sebagai konsep kunci dalam studi koeksistensi agama. Berbeda dari pendekatan yang menekankan peran regulasi formal, dialog teologis, atau intervensi negara, penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas kultural masyarakat lokal—yang terbangun dari pengalaman historis hidup berdampingan, nilai-nilai adat, dan relasi sosial keseharian—berperan lebih menentukan dalam meredam dan menegosiasikan konflik simbolik. Dengan mengaitkan temuan ini pada teori dialog praksis dan transformasi konflik, artikel ini memperluas pemahaman tentang bagaimana dialog antaragama dapat berlangsung secara implisit melalui praktik sosial dan budaya, serta bagaimana konflik dapat dikelola sebagai proses pembelajaran sosial jangka panjang.
Lebih jauh, artikel ini juga berkontribusi pada pengembangan perspektif teoretik tentang koeksistensi agama yang bersifat dinamis dan kontekstual. Harmoni tidak diposisikan sebagai kondisi ideal yang bebas gesekan, melainkan sebagai kemampuan kolektif untuk mengelola perbedaan secara reflektif dan adaptif. Dalam kerangka ini, konflik simbolik tidak dipandang sebagai kegagalan koeksistensi, tetapi sebagai bagian dari proses negosiasi makna yang, jika dikelola dengan tepat, justru memperkuat kohesi sosial.
Akhirnya, artikel ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih empiris dan komparatif untuk menguji bagaimana local intelligence bekerja dalam berbagai konteks lokal di Indonesia. Dengan demikian, studi ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan teori hubungan antaragama, tetapi juga menawarkan kerangka praktis untuk membangun koeksistensi agama yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di tengah kompleksitas masyarakat Indonesia.

